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A B S T R A K 

Triwibowo, 2007, Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Proyek APBN 
Tahun 2006 pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara dibawah Bimbingann Ors. Murbanto 
Sinaga, MA dan Ors. Agus Suryadi, M.Si terdiri dari :96 Halaman, 6 Bab, 11 Lampiran, 
dll 

Oalam konsep kebijaksanaan pembangunan nasional dinyatakan bahwa untuk 
menunjang keberhasilan pelaksanaan program, meningkatkan efisiensi serta 
kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan Sistem Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan agar lebih terarah 
dalam pencapaian sasaran serta lebih berhasil dan berdayaguna sesuai dengan yang 
diharapkan. Pengendalian dapat terselenggara dengan baik, apabila sistem dapat 
menyajikan informasi yang diperlukan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek 
secara terus menerus dan tepat waktu. Oleh karena pentingnya pengendalian dalam 
memberhasilkan pelaksanaan proyek, di dalam Keppres 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan APBN Jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP-
102/MK.2/2002 dan Nomor Kep-292/M.PPN/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan 
Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan, telah menetapkam bahwa Pemimpin 
Proyek dan Bendaharawan Proyek Proyek wajib menyelenggarakan pencatatan secara 
tertib sehingga setiap saat dapat diketahui keadaan/perkembangan fisik proyek. 
Berdasarkan data bahwa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 mendapat kucuran dana 
dari APBN Pusat sebesar Rp. 6.127.066.566.117,- dari data tersebut masih ada 
dijumpai Instansi pemakai anggaran baik dana dekonsentrasi ataupun tugas 
pembantuan dilingkungan Pemprovsu yang dalam penyampaian laporan pelaksanaan 
proyek APBN mengalami keterlambatan dalam penyampaian pelaporan, dan juga dalam 
pengisian format pelaporan masih beragam, untuk itu perlu diketahui apa penyebab 
faktor-faktor keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan proyek APBN Tahun 
2006, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan harus diperbaiki agar sistem 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan proyek APBN Tahun 2006 dapat berjalan lebih 
efektif dan efisien. 

Oalam Penelitian Sistem Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Proyek APBN 
Tahun 2006 pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara ini yang digunakan adalah metode 
Oeskriptif yaitu untuk mengetahui sampai sejauhmana prosedur-prosedur yang 
dilaksanakan dalam sistem, pengendalian, evaluasi dan pelaporan proyek APBN Tahun 
2006, dan dilakukan Identifikasi faktor-faktor keterlambatan penyampaian laporan 
pelaksanaan proyek APBN tahun 2006, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung 
yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan sistem, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

Pelaporan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan 
pencapaian sasaran serta lebih berhasil dan berdayaguna sesuai 

Pengendalian dapat terselenggara dengan baik, apabila 
informasi yang diperlukan mengenai perkembangan pelaksanaan 
menerus dan tepat waktu. Oleh karena pentingnya pengendalian 

pelaksanaan proyek, di dalam Keppres 42 Tahun 
Pelaksanaan APBN Jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 
dan Nomor Kep-292/M.PPN/09/2002 tentang Sistem 

Pelaksanaan Proyek Pembangunan, telah menetapkam 
Bendaharawan Proyek Proyek wajib menyelenggarakan 

sehingga setiap saat dapat diketahui keadaan/perkembangan 
data bahwa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 mendapat kucuran dana 

Pusat sebesar Rp. 6.127.066.566.117,- dari data tersebut 
Instansi pemakai anggaran baik dana dekonsentrasi 

dilingkungan Pemprovsu yang dalam penyampaian laporan 
mengalami keterlambatan dalam penyampaian pelaporan, dan 

format pelaporan masih beragam, untuk itu perlu diketahui 
faktor-faktor keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan proyek 
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proyek APBN yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil dari mekanisme penyampaian 
laporan bahwa keterlambatan penyampaian laporan lni disebabkan karena ; 1) Adanya 
DIPA yang direvisi kembali, karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, 
2) Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan belum diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata cara Penyusunan, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, membuat para pengelola 
proyek cenderung kurang mematuhi peraturan karena dianggap peraturan yang lama 
sudah tidak sesuai lagi, 3) Masih adanya pengelola proyek yang belum memahami arli 
pentingnya pelaporan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan 
kurang pahamnya sumber daya manusia dalam mengelola proyek dan 4) Berdasarkan 
informasi yang kami peroleh, ada yang berpendapat bahwa otonomi daerah itu pada 
dasarnya kewenangan untuk Pertimbangan lain bahwa sumber dana yang mereka 
terima adalah berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dan tidak dari Pemerintah Provinsi 
(APBD), sehingga ada pemikiran bahwa untuk tidak memberikan laporan 

Agar Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Proyek APBN Tahun 2006 
dapat berjalan dengan baik, efektif sesuai yang diharapkan, disarankan : 1) Kepada 
Instansi Pemprovsu, khususnya Bappedasu untuk segera menyurati Pemerintah Pusat 
agar segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tahapan, 
tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
daerah, seperti yang telah dituangkan didalam UU Nomor 32 tahun 2004, Pasal 154, 2) 
Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, maka Sistem pengendalian, 
evaluasi dan pelaporan Proyek APBN Tahun 2006 perlu penyempurnaan antara lain 
format pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang mudah diisi, jadwal penyampaian 
laporan yang disepakati oleh semua pihak, dan diharapkan kepada Pemerintah Pusat 
untuk mengambil tindakan tegas kepada para Pengelola Proyek yang kurang patuh 
dalam penyampaian laporan Proyek yaitu dengan memotong anggaran pada tahun 
yang akan datang. 3) Untuk meningkatkan SOM, baik jumlah maupun kapasitasnya 

maka pemerintah perlu meningkatkan kesadaran berbagai pihak akan pentingnya 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan, sehingga pemerintah Pusat menyediakan alokasi 
dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan terse but, 4) Tidak perlu membuat peraturan 
baru kalau peraturan lama masih bisa digunakan dengaM baik, cukup disesuaikan 
dengan perkembangan saja dan agar lebih efektifnya Sistem Pengendalian, Evaluasi 
dan Pelaporan Proyek APBN, disarankan kepada Pemerintah Pusat perlu adanya 
keseragaman format (format yang baku) yaitu dengan didukung oleh sistem database 
yang benar dan adanya peraturan seta mekanisme yang jelas dalam penyampaian 
laporan, agar pada tahun-tahun yang akan datang pelaporan di Provinsi Sumatera 
Utara lebih terarah 

Vil 

Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Proyek 
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BAB. I. 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan 

menuju kearah perbaikan dan kemajuan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Namun dalam proses pembangunan itu sendiri acap kali timbul masalah dan 

hambatan yang merupakan tantangan karena apa yang direncanakan belum 

tentu sesuai dengan hasil yang akan dicapai. 

Firman dkk (1982:6) menyatakan bahwa pembangunan itu adalah 

suatu proses yang terus menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk 

memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, 

politik, sosial dan budaya. Ia dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan 

sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan modal dengan 

mempertimbangkan keseimbangan masyarakat dan lingkungannya dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang, dengan melihat prioritas-prioritas 

masalah yang perlu segera ditanggulangi dikarenakan banyak sekali 

keterbatasan. Dengan kata lain bahwa hakekat dari pembangunan itu adalah 

pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan 

partisipasi aktif menurut tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 

Dalam konsep dan kebijaksanaan pembangunan nasional dinyatakan 

bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program, 

meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan, 

1 

hambatan yang merupakan tantangan karena apa yang direncanakan 

sesuai dengan hasil yang akan dicapai. 

Firman dkk (1982:6) menyatakan bahwa pembangunan 

proses yang terus menerus, yang dilakukan dengan 

memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek 

politik, sosial dan budaya. Ia dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan 

sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan 

mempertimbangkan keseimbangan masyarakat dan lingkungannya 

pendek maupun jangka panjang, dengan melihat 

masalah yang perlu segera ditanggulangi dikarenakan 
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sangatlah diperlukan suatu pengendalian dan evaluasi pelaporan proyek­

proyek pembangunan agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran serta 

lebih berhasil dan berdayaguna sesuai dengan apa yang kita harapkan. 

Pengendalian dapat terselenggara dengan baik, apabila Sistem 

pelaporan dapat menyajikan informasi yang diperlukan mengenai 

perkembangan pelaksanaan proyek secara terus menerus dan tepat waktu. 

Dengan demikian dapat diketahui tingkat kemajuan pelaksanaan proyek baik 

sasaran fisik dan keuangannya, maupun penyimpangan atau permasalahan 

yang terjadi sehingga langkah-langkah koreksi ataupun tindakan penyesuaian 

yang diperlukan dapat dilakukan sedini mungkin. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 28 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditetapkan bahwa segala 

pengendalian rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing 

Kementerian/Lembaga/SKPD, dan hasil pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan masing-masing instansi 

tersebut akan dihimpun, dianalisis, dikoordinasikan dan dinilai oleh Menteri 

PPN/Kepala Bappenas. 

Bintoro Tjokroamidjojo (1992:  196) menyatakan bahwa untuk 

mengetahui keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan proyek-proyek 

pembangunan di Sumatera Utara perlu kiranya diadakan sistem pengendalian 

dan Pelaporan pelaksanaan proyek Pembangunan yang bertujuan untuk : 

2 

fisik dan keuangannya, maupun penyimpangan atau 

terjadi sehingga langkah-langkah koreksi ataupun tindakan penyesuaian 

diperlukan dapat dilakukan sedini mungkin. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, 

Perencanaan Pembangunan Nasional, ditetapkan 

pengendalian rencana pembangunan dilakukan oleh 

Kementerian/Lembaga/SKPD, dan hasil pemantauan 

pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan masing

tersebut akan dihimpun, dianalisis, dikoordinasikan dan dinilai 

PPN/Kepala Bappenas. 
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